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PORNOGRAFI DAN HUKUM PIDANA

Topo Santoso

Upaya memberantas pornografi tampaknya §§
dak sejalan dengan makin meluasnya bahe
pornografi, yang terutama dikaUkan dengg
keterlibatan remaja dalam pergaulan beba
Tindakan preventif untuk memberantas p
nografi memang gencar dUakukan aparat, &
tara lain, penggerebegan dan razia terhadd
pelakunya. Masalahnya, sangat sedikit pej
kunya diajukan ke pengadilan, apalagidijatu
hukuman yang berat. Misalnya, sepanjang
hun 1980 sampai 1993, hanya 12 kasus p
nografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang d
ajukan ke pengadttan. Hukuman yang dijatt
kan pun tidak mampu membuat jera pel
kunya.

Masalah pornografi tetap menjadi masalah yang rikematuk dibica-
rakan sampai saat ini. Banyak kalangan menilaafartbentuk pornografi
telah mulai mewabah kembali di berbagai tempatyatal) menjadi perbe-
daan adalah mengenai defmisi pornografi itu sen8aementara itu per-
debatan juga muncul, apakah ada kaitan antaragpafireiengan men in g-
katnya kejahatan lain, serta cukuplah pengaturaalatmaini dalam hukum
pidana kita. Inilah diantara berbagai hal yang glemulis kemukakan dalam
tulisan ini.

Ddinig

Kalau kita mencari defmisi pornografi, maka akda &apati berbagai
perumusan yang berbeda-beda. Istilah pornograisddedari kata “pornog-
raphic" yang berasal dari bahasa Yunydiiupornographs(porne=pelacur,
dan graphein=tulisan atau lukisan, jadi tulisan &tkisan tentang pelacur,
atau suatu deksripsi dari perbuatan para peld@omografi ini kadang-
kadang disebut juga dengan istilabscence” (cabulllewd" (cabul/kotor),

Nomor 6 Tahun XXVI



514 Hukum clan Pembangur

atau "lascivious" (yang menimbulkan nafsu biraiilga Istilah “obscence”
sendiri berasal dari bahasa L#&ib (melawan, sebelum) daaenumkeme-
suman, cabul, porno), atau mungkin berasalatatengoffstage). Dalam
pertunjukan teater Romawi, bagian-bagian yang d#ulvulgar dari per-
tunjukan itu mengambil tempat di luar panggundiiai tatapan tetapi dapat
didengar oleh pengunjung (Adler, 199).

Dalam Encyclopedia Britanica disebutkan bahwa ppaphy adalah:
"The representation or erotic behaviour, as in bpatture, or films,
intended to cause sexual exticement" (suatu pekeyogug atau tingkah laku
yang erotik seperti di dalam buku-buku, gambar-gandalam film-film,
yang ditunjukan untuk menimbulkan kegairahan sgksua

Defmisi yang dikemukakan oleh suatu Komite darléf@n Inggeris
tahun 1979 tentang Pornografi adalah: "A pornagrafpresentation com-
bines two feature: it has a certain or intentianaduse its audience
sexually, and also a certain content, explicit @spntation of sexual
materials (organs, postures, activity, etc)".

Defmisi di atas tidak mengindikasikan sesuatu &afjyberbahaya dari
pornografi. Lebih jauh, pornografi mungkin dibutahkketika seorang psi-
kiater mengobati pasiennya yang menderita impot&asisekuensinya,
hukum hanya akan melangkah jika pornografi ditlajokatau didistribusi-
kan dengan suatu cara yang diperhitungkan dapajhamikan suatu ba-
haya. Menurut sejarahnya, bahaya tersebut difmigai dampak negatif
pada moral masyarakat, khususnya anak-anak. lzeltih adalah pendirian
yang diambil oleh banyak negara dan masyarakabpadesembilan belas.

Menurut Marra Lanot ada tiga defmisi dari pornagRértama, adalah
defmisi pornografi dari sudut pandang konsen@iiéing-orang yang setuju
dengan pandangan ini menganggap semua penggartaiangng adalah
pornografi. Kedua, adalah definisi pornografi besdean pendekatan liberal.
Biasanya didukung oleh para penulis dan senimanmatakukan visua-lisasi
atas karya-karyanya, seperti pelukis, pembuat fiienurut mereka
pornografi adalah sesuatu yang baik-baik sajan&arerupakan aspek dari
seksual it as kita. Mereka beranggapan bahwa tseksanusiawi dan kita
tidak bisa menghilangkan seks dari kehidupan Kigiga, adalah definisi
yang muncul dari pendekatan feminis yang mundalhdin 70-an dan 80-an.
Bagi para feminis, ketelanjangan adalah sesuaty lyiasa saja sepanjang
hal itu berada dalam konteks keindahan dan menusaita kesatuan arti.
Bagi feminis pomografi adalah presentasi baikrg@esztbal maupun gambar
dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasesatu atau lebih
pelaku. Selanjutnya dijelaskan bahwa pornografaladdeologi dari budaya
yang mengangkat dan memaafkan perkosaan dankiindedal lain yang
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ditimpakan kepada perempuan dan anak-anak. Pofndgmkaitan dengan
hak asasi dan aspek-aspek sosial, politik, serteaaki. Pornografi adalah
salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi kausmpean (Purnami,
1994).

Menurut Wijono Prodjodikoro termasuk juga dalamnugrafi ini gam-bar
atau barang pada umumnya yang berisi atau menggeambaesuatu yang
menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atalihatnya.
Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjanganpit@iga peluk-pelukan
dan cium-ciuman yang herd ay a menimbulkan nafsahbantara pria dan
wanita (Hamzah, 1987).

Saat ini disinyalir banyak beredar gambar-gamban@gang dijajakan di
toko-toko buku, ada yang berbentuk kartu domintender, film, gan-tungan
kunci, korek api dan sebagainya. Jika dilihat rusmudi atas maka ini pun
termasuk dalam kategori pornografinya Wirjono. Disfnmi menu-rut Andi
Hamzah, lebih sesuai dengan keadaan Indonesian&adengan peluk-
pelukan dan cium-ciuman sudah digolongkan sebagaiimbulkan nafsu
birahi, yang mungkin di negeri barat belum demikistenurut penu-lis, perlu
ditambahkan bahwa ha! itu dapat menimbulkan rarggsarnidak saja antara
pria dan wanita, tetapi bisa juga antara sesamia fetalim. Sebab banyak
juga film yang memperlihatkan adegan seksual segamsakelamin.

Departemen Penerangan juga lebih menyesuaikanigigdimrnografi ini
dengan kepribadian Indonesia, dengan menyebutkawabpornografi adalah
penyajian tulisan atau gambar-gambar yang:

1. mempermainkan selera rendah masyarakat deegaata-mata menon-
jolkan masalah sex dan kemaksiatan;
2. bertentangan dengan:
a. kaidah-kaidah moral dan tata susila kesopanan;
b. kode etik jurnalistik;
Cc. ajaran-ajaran agama yang
merupakan prima causa di
Indonesia, dan
d. kemanusiaan yang adil dan
beradab.

Berbeda dengan definisi yang
lain, definisi di tas, di samping
lebih ter-perinci dan berkaitan

Pornografi dan Perilaku Kriminal

Setelah membahas beberapa definisi pornografiy@agam itu, kit
beranjak pada hubungan antara pornografi denglkyériminal. Akhir-
dengan segi jurnalistk Juga
memasukan unsur agama.
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akhir ini tampak meningkat pertanyaan mengenaabdaksebarnya pornografi
menghasilkan kekerasan dan viktimisasi terhadaptayaamak-anak, dan
mungkin juga pria. Di kampus Universitas Indonesimah juga diadakan
seminar tentang hal itu yaitu Seminar Pornografl Barilaku Kriminal,
pada tanggal 11 Pebruari 1994.

Suatu peristiwa perkosaan disertai pembunuhamgaemi@hasiswi IPB di
Bogor (1994) oleh pelaku seusai menonton film sexnamculkan reaksi
hebat. Reaksi itu di antaranya berupa penurungergmster film yang
merangsang, dan permintaan melarang film-fiim sej&ualam hal ini
masyarakat umum memandang adanya korelasi enat hatdnal pornog-
rafis dengan perilaku kriminal, khususnya di bidseksual.

Benentangan dengan pandangan tadi, seteiah me&agaeddagai studi di
Amerika Serikat, suatu komisi tentang pornografildantor Kejaksaan
Agung di Amerika Serikat (pada tahun 1986) menyikapLbahwa:
"Empirical research designed to clarify the questias found no evidence
to date that exposure to explicit sexual matepkgs a significant role in
the causations of delinquent or criminal behavauong youth or adults. The
commission cannot conclude that exposure or er@terials is a factor in
the causation of sex crimes or sex delinquency'.

Yang patut kita cermati dari kesimpulan tersebataadoahwa studi itu
dilakukan dengan latar belakang sosial, budayeagama yang berbeda
dengan situasi di Indonesia. Berkaitan dengantinadli Indonesia juga
pernah dilakukan suatu penelitian tentang bahaysgafl tenitama bagi
kaum remaja, hal itu diungkap oleh Ninuk Widyantsebagaimana dikutip
oleh Andi Hamzah, sebagai berikut: (Hamzah, 1987)

"Darni interview dengan para kasus (sic), diperdieiterangan bahwa

flm-fim pornografl, bacaan-bacaan yang Dbersifabrmgrafi,

gambar-gambardan lain-lain mempunyai andilyang pukasar un-

tuk terjadinya hubungan seks tersebut, namun teigestai penge-

tahuanyang cukup mengenai proses terjadinya kefignahrapen-

ceganan dan sebagainya’.

Betapa bahayanya pornografi dalam mendorong golaegaaja untuk
melakukan hubungan seks yang tidak sah sampagkggdasaan, dibukii-kan
selain dalam kasus di Bogor yang telah disebuat,gigh kasus pemer-kosaan
mahasiswi kedokteran gigi di Jakarta oleh pembgatyang masih muda,
perbuatan tersebut dilakukan sesaat seteiah merbblgadan gam-bar
pornografl. Kasus ini juga disertai dengan pembamsadis terhadap
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korban tersebut. Peristiwa lainnya menimpa seogais cilik sembilan
tahun, kelas tiga sekolah dasar di Batangangkatentli Selatan, Sumatera
Utara, yang diperkosa lima bocah berusia be l¢éahan. Mereka mengakui
suka menonton fim dari televisi berparabola yagg menampilkan ade-
gan panas.

Masih mengenai bahaya pornografi, dr. Wahjadi Darata, pengajar
psikiatri Kehakiman Fakultas Hukum Universitas mekin, mengemukakan
bahwa, khususnya bagi usia pra remaja dan remagabgkarakteristik
ingin tahu dan mencoba, perkenalan dengan halpginggrafis akan men-
dorong mereka untuk mencoba aktivitas seksual lyelog ia pahami resiko
bagi dirinya maupun bagi pihak lain. Ditambahkanogawa, penayangan
pornografi "pada saat yang tepat" dapat membaagkgkirah seksual yang
meningkat dan menurut penyaluran segera, tetaqg sertit dilaksanakan.
Apabila mekanisme sensor lemah, penyaluran dilakasartanpa memikir-
kan resiko bagi dirinya maupun bagi orang lain.lévibpornografi (por-
nografi dengan kekerasan) merupakan perangsangkyahdpagi peneri-
manya, yang apabila dilaksanakan akan dapat meatiaa pelecehan
seksual yang berdampak berat (Darmabrata, 1994).

Dari uraian di atas terlihat adanya kaitan antaraqgrafi dengan
perilaku kriminal, meskipun ada juga yang menolaikak itu. Betapapun
dengan atau tanpa dampak langsung pada perilakinddri pornografi itu
sendir sudah merupakan sesuatu yang ditentané\gdeha, yang merupakan
pedoman bagi manusia. Selain itu juga dianggapndakan wanita, dan
melanggar norma-norma lainnya.

Meskipun demikian sering dikemukakan juga adangggoealian yaitu
bagi tulisan, gambar, patung, atau film yang mémkuran umum bersifat
porno, tetapi tidak demikian jika dibuat untuk biglamiah, misalnya untuk
tujuan medis atau pendidikan, contohnya suatu néagenai organ tubuh
manusia yang menjelaskan penyakit kelamin/AIDSa dudduk bidang seni
dan olah raga. Ada juga yang berpendapat termasair ldi dalam penge-
cualian itu.

Meskipun demikian, kekecualian yang dikemukakaata tidak sepe-
nuhnya bisa diterima. Reaksi masyarakat sering keeski kasusnya sendiri
akhirnya tidak sampai sidang pengadilan. Contoly gi@mikian misalnya
terjadi pada buku mengenai pendidikan yang berjdildiBaru, karya seorang
pakar pendidikan Prof. Conny Semiawan yang dipketes masyarakat dan
akhirnya dihentikan peredarannya. Selain itu pgugghterjadi sebuah acara
televisi yaitu senam dengan kostum yang juga kiasaeng-ganggu rasa
susila masyarakat dihentikan siarannya. Baru-barujuga terjadi
pencekalan terhadap buku berjudul Syuga yang betnsioto
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telanjang seorang wanita. Oleh pembuatnya bulebtgrdikatakan memiliki
nilai seni dan keindahan yang tinggi, tetapi makgdutetap tidak menerima
kekecualian itu.

Pornografi dan Hukum Pidana

Untuk menanggulangi masalah pornografi ini, daeladiukum ada Un-
dang-undang No. 4/PNPS/1963, tentang pengamdmatiaiebarang cetak-an,
yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.|@indaasal 1 dije-laskan
bahwa "Menteri Jaksa Agung berwenang untuk meldaraglarnya barang-
barang cetakan yang mengganggu ketertiban umunjélaBan terhadap pasal
tersebut berbunyi bahwa pengertian "mengganggiti@teumum” tulisan
dan gambar-gambar yang merugkan akhlak dan mikamjipercabulan
adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut.

Berdasarkan wewenang kejaksaan sebagaimana diktor dndang-
undang tersebut jo. pasal 27 ayat (3c) Undang-gndan5 Tahun 1991
mengenai pengamanan terhadap barang cetakan g@agdapat meng-
ganggu ketertiban umum maka kejaksaan telah bergsghra maksimal
mengadakan pengawasan terhadap setiap barangh dedgtkalari dalam
maupun dari luar negeri, hal itu antara lain diakudengan menyita dan
melarang beredar sejumlah majalah porno dari legernsepertiClub,
Beaver, Hustler, Penthouse, Book Stop Magazing, Bty, Candydan
Pornorag. Selain itu juga disita dan dilarang video kaseedieporky's,
Emmanuel, Finishing School, Anandan lain-lain. Termasuk juga Laser
Disc Competition, The young like danHot Blooded Beberapa audio
cassete dari penyanyi Indonesia juga dilaranginSelaada benda-benda
yang juga dilarang seperti alat kelamin plastita(iha, 1994).

Bagaimanakah pengaturannya dalam KUHP? Pada pasdisebutkan:
Pasal 282 (1):

Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukan kepagan atau

menempelkan atau untuk disiarkan, dipertunjukaadeepmum atau

ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam nesy@girim terus di

dalam negeri, mengeluarkan dari dalam neger ataoyimpan, atau

dengan terang-terangan atau dengan menyiarkaaruiisena-warkan
tidak atas permintaan orang, atau menunjukan bdimizn didapat:
tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atauabgr yang
dikenalnya, melanggar kesusilaan (menyinggung rassila)
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanyialsatuenam

Desamber 1996



Pornograli

51
9

bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali tiga rupiah.

Pasal 282 (2):

Barang siapayang menyiarkan, mempertunjukan kepeuan atau
menempelkan atau pun untuk disiarkan, dipertunjliegada umum
atau ditempelkan memasukkan ke dalam negeri, rimertgius di

dalam negeri, mengeluarkan dan dalam negeri ataoymgpan,

atau dengan terang-terangan atau dengan menyiatidbsan,

menawarkan tidak atas permintaan orang, atau mekanj bahwa
boleh didapat: tulisan, gambar atau barang yangamgdjar kesu-
silaan, jika ia terus dapat menyangka, bahwa tmligmbar atau
barang itu melanggar kesusilaan(menyinggung rasteudihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan btda denda
sebanyak-banyaknya 15 kali lima ribu rupiah.

Pasal 282 (3):
Kalau melakukan kejahatan tersebut dalam ay atupertitu dijadi-
kannyapekerjaan ataukebiasaan, dapat dijatuhkanirhak penjara
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau degioangak-ba-
nyaknya 15 kali lima ribu rupiah.

Pasal 283 diatur sebagai berikut:

Pasal 283 (1):

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya laanfioilan
atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam rghishtbarang-
siapa menawarkan atau memberikan untuk selamaayatsttuk
sementara, menyerahkan atau memperiihatkan basatsesilisan,
gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maaiptinintuk
menggugurkan kandungan, kepada orang di bawah anuiglike-
tahuinya atau patut disangkanya, bahwa orang iturbenencapai
umur tujuh belas tahun, kalau isi tulisan itu agambar, barang
atau alat itu diketahuinya.

Pasal 283 (2):
Barang siapa yang membacakan isi tulisan yang wgderkesusi-
laan, jika yang demikian itu diketahuinya, dihadapmang di
bawah umur dimaksudkan dalam ayatyang lalu dihutlengan hu-
kuman itujuga.
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Pasal 283 (3):

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya ebute

atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau desetianyak-ba-
nyaknya 15 kali enam ratus rupiah, barangsiapa mvarikan atau
memberikan untuk selamanya atau sementara, mekgeratiau
memperlihatkan baik tulisan, gambar atau baranggyarelanggar
kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggngikan-

dungan, kepada orang di bawah umur dimaksudkamdaizt per-
tama, jika ia harus dapat menyangka, bahwa tulisgargambar itu
atau barang itu melanggar kesusilaan (menyinggasa rsusila)
atau alat itu ialah alat untuk mencegah atau mécsadungan.

Sebagai perbandingan dalam rangka mengantisijzdeieas ini, maka

dalam rancangan KUHP secara jelas tercantum dabXIB tentang Tin-
dak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesdiidaka Umum diatur
dalam: Pasal 14.02 (282 ayat 1 KUHP):

1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama $atwn atau denda paling

2)

banyak Kategori lI.
ke-1 barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan rmenempelkan
sehingga kelihatan oleh umum, tulisan, gambar bénda atau
memperdengarkan rekaman sehingga kedengaran oleimum
yang isinya melanggar kesusilaan;
ke-2  barangsiapa dengan maksud untuk disiadggeartunjukan atau
ditempelkan sehingga kelihatan oleh umum atau dengaksud untuk
diperdengarkan sehingga kedengaran oleh umum, raciuizan, gambar,
benda atau rekaman tersebut atau mempunyai dalesad@@n yang
isinya melanggar kesusilaan; ke-3 barang siaparaeesiang-terangan
atau dengan kehendaknya sendiri mengedarkan, mexaawatau
menunjuk tulisan atau gambar, benda atau rekaméagae dapat
diperoleh yang isinya melanggar kesusilaan.
Barang siapa melakukan perbuatan-perbuataretietsdalam ayat 1 di
atas dipidana dengan pidana penjara paling lama sattun atau denda
paling banyak kategori lll, jika ada alasan kuaglgra untuk menduga
bahwa tulisan, gambar, benda atau rekaman itu rgglarkesusilaan.

3) Jika yang bersalah melakukan perbuatan-perbuesebut dalam ayat

(1) di atas sebagaimana matapencaharian atau lk&biaslapat dikena-
kan pidana penjara paling lama dua tahun atau depalang banyak
kategori HI.
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Apabila dibandingkan dengan rumusan lama pasalK82P maka ru-
musan baru tersebut tidak lagi ada unswemasukan ke dalam negelan
mengeluarkan dari dalam negepadahal ini periling untuk pencegahan dari
pada terlanjur masuk ke Indonesia kemudian bereBagaimana dengan
pidananya? Pada rancangan ancaman pidananya acaksimum satu tahun
sedangkan pada pasal 282 KUHP ancamannya satu &fam bulan. Se-
dangkan kalau tindak pidana itu dilakukan sebagganpencaharian, ancaman
pidana yang dalam pasal 282 KUHP adalah dua taklapah bulan, dalam
rancangan menjadi paling lama dua tahun saja.

Perubahan di atas dapat menimbulkan tanda tang&alamilai dan nor-
ma yang menyangkut seksualitas menurut pandanganapggota Tim Pe-
rancang KUHP sekarang ini sudah berubah ke arah lehggar. Apakah
perkembangan teknologi informasi dan grafika yaegap telah membentuk
konstruksi opini yang tersosialisasi mengenai sarkksusilaan, sehingga
reaksi masyarakat terhadap pornografi cenderungnggsuhi oleh konstruksi
opini tersebut, dan perkembangan nilai dan normg yaenyangkut seksualitas
yang berubah cepat, sehingga produk industri yaeggmmasilkan pornografi
tidak lagi dihadapi oleh resistensi moral yang kdei masyarakat, melainkan
dipandang sebagai bisnis yang sah, sementara g@jiaografis cenderung
dihadapi dengan reaksi sosial yang lemah, kareaayadkeserba-bolehan dan
toleransi masyarakat. Apakah ini telah dipertimii@ngdan dijadikan alasan
tim perancang untuk "mengendorkan: keseriusan dammangani masalah
pornografi (Soetjipto, 1994).

Tampaknya usaha-usaha untuk memberantas pornagrafnasin sangat
kurang memadi. Meskipun sering terjadi penanggkag@enggerebegan,
razia dan sebagainya terhadap pelakunya, namurda&imasih sedikit di-
ajukan ke pengadilan. Dari tahun 1980 s.d. 1993/dada 12 kasus por-
nografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang diajukanpkegadilan dan di-
mintakan kasasi. Hukuman yang dijatuhkanpun tidampu membuat jera
pelakunya.

Memang tidak mudah menanggulangi masalah ini meagiperkem-
bangan teknologi, reksi sosial yang lempermisivenessserta standar porno
atau melanggar susila itu sendiri yang seringlddikt jelas, dan yang ter-akhir
ini bisa menimbulkan keragu-raguan dalam meninégkp pornografi.

Mengakhiri tulisan ini, saya ingin menggarisbawpbndapat Andi Ham-
zah bahwa dalam perumusan delik-delik kesusilaadaiim KUHP nasional
mendatang, hendaknya diperhatikan norma-norma agpang jauh berbeda
dengan norma-norma di dalam KUHP yang berasal loi@rat. Perlu pula
dikemukakan tentang pandangan agama mengenai paiinbiprma agama
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itu perlu diperhatikan dalam menilai sesuatu gantbigsan atau lukisan
sebagai porno, cabul ataukah tidak.
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